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TENTANG

PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG

Menimbing .

Menginga: :

be—

DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk dapat mendukung terwujudnya Kota Denpasar
sebagai Kota Berwawasan Budaya sekaligus dalam rangka
pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Denpasar dan tindak lanjut dari Undang-Undang 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan
Gedung, maka pendirian bangunan gedung di Kota Denpasar
perlu ditata secara serasi, selaras dan seimbang dengan
lingkungan,

. bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota

Denpasar, wajah Kota agar memiliki identitas sebagai kota yang
berwawasan budaya perlu dilakukan standarisasi sebagai
pedoman bagi pelaksana pembangunan guna menampilkan
wujud arsitektur bangunan gedung menyesuaikan dengan
perkembangan Arsitektur Tradisional Bali masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang di Kota Denpasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Di Kota
Denpasar,

. Undang-Undang Nomor | Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 4 Tzhun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3469);
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nonror 3427),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
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Bangunan
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
: g:duﬁg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Pembentukan
_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
g Eﬁtﬁfﬁ Penlgndnni-Undminn (Lembaran Haz:::n R:qp:bil:
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NEg
Republik Indonesia Nomor 4389 );

' intahan
- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin
: gﬁiﬁ l(]&d;?nmn Negara Republik- lnduaesmbg:hlﬂﬁ :EI‘J;
 Tambahan Lembaran Negara Repu
?ig:t:gi :i;n :;agu":mna telah diubah beberapa kali terakhir
dengan = Undang-Undeng Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Zﬁq4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
. Ean‘bm:f Nu:\n Republik Indonesia Tahun ?ﬂlﬂ Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006

Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung;

12. Peraturan Menteri  Pekerjuan Umum Nomor 26/PRT/M/2007
tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

13, Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung(Lembaran Daersh
Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor5);
15, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 3);

14,

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Rencand Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D
Nomor 6);
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17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2001 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan - Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

19. Peraturan Gubernur . Bali Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Prosedur dan Ketentuan-Ketentauan Pembangunan Tempat-
Tempat Ibadan untuk Umum di Wilayah Provinsi Bali;

20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Daerah (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun

2009tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33

Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi
Dinas Daerah Di Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetaplan : PERATURAN  WALIKOTA

TENTANG PERSYARA
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG DI KOTA DENPASAE_AH

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Pe -aturan Walikota-inj yang dimaksud dengan:

- Kota s dalah Kota Dcnpasar.
Walikita adalah Walikota Denpasar,

D.inas ’erijinan adalah Dinas Perijinan Kota Dunpaéar
Dinas l'ata Ruan .

dan P :
Denpa ar. g erumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

2w

5. Dinas Ketentraman Ketertiban d
Satuan Polisi Pam i :
Ketent aman Ketertibag d i Shiue mong Praja adalah Dinas
Vi S an Satuan Polijsi Pamong Praja Kota Denpasar

an adalah wujud fisjk hasil i
_ . ekerjaa i va
pekara:igan sebagai tl:mpal‘..kedudukapnnyﬂ{ SSb::it;:u;ilumg menyatu dengan

atas da Vatau di bawah tanah Ansdhcns seluruhnya berada dj
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7. Bangunar Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan te mpat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau
di dalam anah dan/atau air , yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
kegiatan 1saha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan campuran ( lebih dari
satu fung i ) maupun kegiatan khusus.

8. Bangunas gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus yang dalam
pembang inan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak

penting t :rthadap masyarakat dan lingkungannya.

9. Arsitekt r adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia
baik ind ividu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan
rohani. '

10, Tradisi idalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang dianggap
baik dar benar oleh masyarakat,

11. Arsitekiur  Tradisional Bali adalah tata ruang dan tata bentuk yang
p.amh!n junanoya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis yang
diwaris! :an secara turun-temurun.

12, Arsitek ur non Tradisional Bali adalah arsitektur tidak pkan
Arsitek ur Tradisional Bali secara utuh tetapi mannt}l':;lgkm g;ylmmthur
:;:::::m ::llhﬂl:jx:.;: h;ik Eimgnn cara dikémbmghn!mudiﬁkui dengan norma-

. Arsite i [ i i i
fungsi, Itkni:.d.lnmmﬂﬁkll?MI . —— USRS

131gltit=l: wr setempat adalah arsitektur
islam judaya masyarakat di suatu li:igkungan tradisi dari i “mym;n
lingku gan tradisi besar di Kota Denpasar {nr;":edkﬁ T:hli — .
ity -. _ ercorak/style/gaya

yang telah mentradisi/berakar/

bangunin (Janantaka): dan o  [OTMa-norma penggunaan bahan
e 3 ma- - : L
Secara \radisional (Bamakrith), lorms fitual daism proses pembangunan
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BAB Il

FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2
Fungsi Ban;junan Gedung digolongkan meliputi :
a. fungsi hunian;
b, fungsi ke agamaant
c. fungsi ueaha;
d. fungsi sc sial dan budaya;
¢. fungsi klusus: dan

f. fungsi ¢ mpuran,
: Pasal 3

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
a. rum th tinggal wnggal;

b. rum th tinggal deret; dan
¢. rumih tinggal susun.

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
A, puri.
b. mes id;
. gerejas
d. wih. ra; dan
¢. keleeng.
(3) Fungsi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi :
a. perk antoran:
b. perd 1gangan;
¢, perit dustrian; :
d. perhnelan. pondok wisata, pemondokan;
¢. rekreasi dan hiburan umum;
f. term nal: dan

g. bang mnan tempat penyimpanan barang dan parkir.
(4) Fungsi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d

meliput :

a. balai banjar;
b. balai desa:
¢. pendidikan;
d. kebuc ayaan,

e. pelay. nan kesehatan; dan
. pelay: nan umum.



(5) Fungsi thusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu instalasi
- pertahar an dan keamanan. e

| (6) ililflng.ﬂ.ri (‘ampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf £ meliputi

: a. romal: kantor;

b. rumal: toko; dan

c. toko engkel.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 4
Klasifikasi rangunan gedung digolongkan meliputi :
a. tingkat K ompleksitas;
b. tingkat p :rmanensi;
¢. tingkat r siko kebakaran;

d, tingkat z nasi gempa;
e. tingkat lokasi;

f, tingkat k stinggian; dan/atau
g. kepemilikan.

Pasal 5

(1) Klasifi :asi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dal_tm
Pasal 4 huruf a meliputi :

a. bangunan gedung sederhana;
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
c. bang unan gedung khusus.

(2) Klasifil asi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b meliputi :

a. bang inan gedung permanen;
b. bang man gedung semi permanen; dan
¢. bang mnan gedung darurat.

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran permanensi sebagaimana
dimakst d dalam Pasal 4 huruf ¢ meliputi :

a. bangt nan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;

b. bangt nan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
c. hangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.

(4) Klasiliki si berdasarkan tingkat lokasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
hurufl e rieliputi :

a. banguan gedung dilokasi padat;
b. bangu an gedung dilokasi sedang; dan
c. banguan gedung dilokasi renggang.

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
"~ 4 huruf [ meliputi :

a. bangw an gedung bertingkat sedang; dan
b. bangur an gedung beringkat rendah,
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(6) Klasifikasi berdasarkan- kepemilikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
hurui g meliputi : :
a. bagunan gedung milik negara;
b. ba:igunan gedung milik badan usaha; dan
¢. ba:igunan gedung milik perorangan.

BAB Il

PERSYARATAN DAN ?RINSIF ARSITEKTUR

Bagian Kesatu
Persyaratan Arsitektur

Pasal 6

(1) Bangnan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi
persy aratan arsitektur yaitu:

, pewampilan b gedung harus menerapkan norma-norma pmbmsm
: i;diligud Bmmu memperhatikan bentuk dn.'r_t karakteristik Arsitektur
Tridisional Bali yang berlaku umum yang memenuhi aspek keselamatan.

b. keicimbangan dan keselarasan tcrhadap tata bangunan scria proporsi
baigunan gedung harus memperhatikan terciptanya ruang luar bangunan
ge lung, ruang terbuke hijau yang scimbang, serasi dan terpadu dengan
lingkungannya; dan

¢. memenuhi kaidah-kaidah /nilai-nilai luhur dan identitas budaya setempat.

(2) Arsitktur Tradisional Bali dapat diterapkan pada bangunan gedung
sebagiimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, ¢ dan d.

(3) Arsitektur non tradisional Bali dapat diterapkan pada bangunan gedung
sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufa, b, ¢, d, e dan f.

(4) Banginan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ wajib menata
penen patan media reklame pada tampak sisi bangunan gedung dengan

ketent 1an maksimal 30% (tigapuluh per seratus) dari luas bidang tampak sisi
bangu:ian gedung.

Bagian Kedua
Prinsip Arsitektur

Pasal 7

Prinsip-prii sip bangunan gedung meliputi aspek Tata Ruang dan Orientasi, Tata
Bangunan C edung, Ragam Hias, Artikulasi Sistem Struktur serta Etika Moral.

Pasal 8
(1) Prinsip-srinsip Tata Ruang dan Orientasi diatur sebagai berikut :
a. mene apkan orientasi yang jelas dengan menerapkan konsep hulu dan teben;

b.-meneiapkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang proporsional untuk
mencisakan Komposisi Ruang Terbuka (Void):
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c. meerapkan aturan garis sempadan bangunan (GSB) yang sesuai dengan
" atu-an yang berlaku; ' S
d. me ierapkan konsep Tri Mandala dengan jnlas.dnln ptu?am?nal, d:i
e. mei ciptakan ruang terbuka (karang tuang/telajakan) di sekitar tap
. oincio Tata Bangunan diatur sebagal burﬂml‘ : e .
2 P“::: :rll:::unm secara keseluruhan mencerminkan karakteristik arsitektur
a. -
Bal . . 1
b. mer ggunakan olahan bentukﬂb:l:pgunm yang mencerminkan karakteristik
" ben uk Arsitektur Tradisional Bali. ‘ . )
¢. me: erapkan proporsi yang harmonis antara bangunan dan manusia sebagal
na. -
d z:?\;:: dan sosok bagian-bagian bangunan harus tetap mencerminkan 1t

Angga (unsur kepala/atap, unsur badan/ruang/dinding, dan unsur
kak /pondasi).

i dengan kemiringan atap
¢. ben uk kepala/atap berbentuk limasan atau pelana
paling rendah 25 derajat dan paling tinggi 50 derajat,

atau pelana dapat dikombinasikan dengan bentuk
i e g ot g
per: eratus) dari tampak bangunan secara proporsional.

‘ben uk badan/ruang/dinding agar mencerminkan pola yang meliputi kepala,

. ?::2 Sdl:n kaki yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengen pola dan
ben uk.

h. ben uk kaki/pondasi dan pemagaran agar mencerminkan pola yang meliputi

kep e, badan dan kaki yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengan pola
dan bentuk.

i. keti \ggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi
diba :asi maksimum 15 meter. : :

(3) Prinsip- prinsip Ragam Hias diatur sebagai berikut:

a. Menrapkan ragam hias tradisional Bali pada komponen bangunan dengan
seim )ang, menyatu dan proporsional.

b. Mod fikasi pada elemen ragam hias tradisional dengan mempertahankan
karal teristik bentuk awal.

c¢. Kom, osisi ymg' seimbang antara brand image perusahaan dengan bidang-
bidan 1 lainnya.

d. Meng junakan warna—warna yang natural mencerminkan kedekatan dengan
alam. .

e. Meng; unakan bahan-bahan organik/ekspresi material organik pada tampilan
bangu ian. . :

f. Material yang dipergunakan wajib dari bahan/material alam seperti batu bata,
batu pi ras maupun batu lainnya.
g. Pepalil an dan ornamen/ukiran mencerminkan khas Bali dengan keteatuan :

1. Unsir kepala/atap harus memakai hiasan murda/bentala, gegodegan/ikut
celec u dan listplank.

2. Orna men bentuk badan/ruang/dinding tetap mencerminkan yaitu:

- untur kepala (dengan pepalihan/penutup, piringan, ganggong dan
“sepitu);

- uns ir badan dengan tempelan dan/atau ornamen;

- uns ir kaki dengan pepalihan/ganggong, piringan dan sabuk
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llaian enerapan prinsip : 3
Id’::iri:r dala n lampiran yang merupakan bagian yang tidak :
ini.

liban minimal 20% (dua pl}lllh
) aan bahan-bahan nn_mn}m'papa
9 p: ';.e!;':?us} dari luas bidang dinding tampak bangunan MIMHﬁ
l;en uk dan karakteristik Arsitektur Tradisional Bali yang berlaku u
arsi ektur dan lingkungan setempat khas bebadungan.

Pasal 9

arsitektur scbagaimana yang tertusiiB FL I, oy

BAB IV

PERANCANGAN ATAU PERENCANAAN

: Pasal 10
(1) Rancar gan atsu rencana arsitektor harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai
berikut :
a ben uk dan karakter bangunan g_edung, tata ruang dalam, tata ruang luar,
lan¢ skap dan penataan lahan parkir; dan

b. me1 enuhi prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali sebagaimana dimaksud
dalim Pasal 8.

(2) Rencan gan atau rencana struktur harus memperhatikan kaidah-kaidah meliputi
sebagai berikut:

a. mer ienuhi standar (Standar Nasional Indonesia) yang sesuai dan berlaku saat
ini; ian '
b. men perhatikan zona wilayah gempa di Bali (zona wilayah 5).

(3) Rancan;;an atau rencana utilitas (mekanikal dan elektrikal) harus memperhatikan
kaidah-i ‘aidah ergonomis sebagai berikut :
a. kese 1atan;
b. keny imanan;
c. kemi dahan;
d. kesel imatan;
¢. keam nan; dan

f. pemaiaian material atau bahan utilitas yang memenuhi standar ketentuan
yang erlaku.

Pasal 11

Materi penyajian perancangan atau perencanaan meliputi:
a. peta lokas proyek serta arah-arah pencapain menuju site atau lokasi,;
b. foto-foto | than keadaan sekarang dan bangunan-bangunan sekitar site;

¢. rancangan (sitc plan) lengkap menunjukkan sirkulasi dan site, penghijausn,

pohnn-_poh man pelindung, tempat parkir luar bangunan serta bahan-bahan utama
yang digun ikan;
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i A
s
LB
g b = o T S—"
gt .

rancéngan layout yang menunjukkan denah lantai dasar bangug:& Iangkiag
dengi n seluruh garis sempadan bangunan, garis-garis yang menunj : ;ano:ah
lanta basemen maupun lantai semi basemen bila ada, posisi pengolah lim
(STP tangki/septictank/grace trap);

i isi - g jalur sirkulasi, buka-
ambar denah memperlihatkan posisi ruang-ruan y cumart
i :T:?: 1n.ufgl:uintu, posisi tangga-tangga (biasa, darurat, kﬁalﬂ_ﬂfﬂﬂﬁ;ﬂ i
eny: ndang cacat atau sirkulasi trolley, shaft dari elevator, ¢ syl :
Fa.lui stilites. Gambar denah ini dilengkapi dengan ukuran jarak komponen utam
itruk ur dalam milimeter, serta notasi as kolom;

semu gambar tampak, dilengkapi dengan notasi atau keterangan bahan-bahan
utam

i j i salah satu
melintang, memanjang sesuai dengan kubumhan,
i :::i:t ::xr“;oh;?l:nuuk utama bangunan gedung lengkap dengan notasi atau
keterangan ketinggian lantai;
h. gamlar-gambar 3 (tiga) dimensi antara lain:

1. gmbar arsitektur 3 (tiga) dimensi(tampak bangunan); dan
2. u:litas dan struktur (pembesian plat, kol
yang menampilkan keserasian dengan lin

mak 1t situasi bila dianggap perlu:

J. perh tungen-perhitungan untuk membuktika

/kaw nsan yang ada seperti Koefisien Dasar

Ban| unan (KLB), Koefisien Tapak Basement (KT
yang tersedia. Termasuk didalamnya perhitungan-perhitungan struktur antara
lain colom, ring balok, sloof, serta pondasi dan plat lantai: dan

kop gambar dilengkapi dengan penanggung jawab bidang arsi i
strultur dan bidang utilitas yang memilikgi Jsertiﬂkat ﬁh?:’ -y o
ditersitkan oleh Asosiasi yang

mempunyai k i d km (SKA) yang
yai kompetensi ot g,
kom leksitas rancangan, ; engan klasifikasi sesuai

om, sloof, ring balok dan pondasi)
gkungan sekitar,

n kesesuaian dengan

syarat zoning
Bangunan (KDB),

Koefisien Lantai
B), perhitungan jumlah parkir

Pasal 12

. Perancangan atay Perencanaa
dilengkapi dengan hard cop

Materi p nyajian 1
1 n sebagaimana dimaksud da]
10, wajil Y dan soft copy S

(1) Dalam rangk

4 menyelenggarakan pelayanan periii :
Perum: han dapat memberikan rekomendas;. Periinan Dinas Tata Ruang dan
(2) Rekom :

ndasi sebagaimana di :
utilitas aic maksud ayat (1)

meliputj arsitektur, struktur, dan
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-(3) Banj unan gedung yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan (2) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan/besaran lahan yang
diguakan/infrastruktur perencanaan/lokasi yang pengaturannya ditetapkan

seca a tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berle ku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Penj awasan terhadap penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal
7 dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Per-. .:ahan.

(2) Penj awasan yang berkaitan dengan tindakan hwukum dilaksanakan oleh Dinas
Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Ba: gunan gedung yang sudah
e e nl',u . m:n‘yt ::ib:lum ditetapkannya Peraturan Walikota

seb1gaimana dimaksud dalam Pasal 3, Yen prinsip Arsitektor Tradisiona Bali

(2) Bayi bangunan gedung yang mengalami alih fungsi,

dist suaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan penyesuaian arsitektur agar

gedung.

O NPEAWALI AR: TEETUM EDIT vori bug hebam.doc
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T A BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Malikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setizp orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan m¢ nempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

__Ditetapkan di Denpasar

Diundang :an di Denpasar
pada tangal 15 = 09 = 2010

SEKRET/.RIS DAERAH KOTA DENPASAR

Al

RAI ISWA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 25

N MERWALY ARSITEX" (1) EDIT da
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JAMPIR\N PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 15 = 09 = 2010

NOMOR : 25  TAHUN2010

: TENTANG : PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG DI KOTA DENPASAR

TABEL IN JIKATOR KINERIA : -

No L5 ; INDIKATOR KINERJA - - -

i TATA RUANG DAN ORIENTASL
1(Men srapkan orientasl yang jelas dengan menerapkan konsep \ \

hulu dan teben
2 f:tn yrapkan koefisien dasar bangunan |KDB) yang proporsional \ \ \ \

|

wn

BERn e

yntu ¢ menciptakan komposisi ruang rerbuka (Veid)

men 'rapkan aturan garis sempadan yang gesual dengan aturan
Z b_eﬂlku X

men rapkan konsep trimandala dengan jelas dan oroporsional |
meni lptakan ruang terbuka (karang tuang/telajakan) di sekitar
I‘.,IEI\‘

|
|
\
|
|
1

1lsosol bangunan secara keseluruhan mencerminkan karakteristik
|arsite ctur Ball :

B

ene! 1pan komposisi tri angga yang balk, Jelas dan proporsional \
meng lunakan bentuk atap limasan atau pelana dengan

kemir ngan yang mencerminkan arsitektur daerah tropis (25°-
50%)

mengg unakan olahan bentuk bangunan yang mencerminkan
karakt ristik bentuk arsitektur tradisional bali

mener ipkan proporsi yang harmonis antara bangunan dan
manus 3 sebagai pengguna (human scale)

Il |RAGAN HIAS .

menerz 2kan ragam hias tradisional Bali pada komponen
bangun: n dengan seimbang, menyatu dan proporsional

modifiki si pada elemen ragam hias tradisional, dengan
memper ‘ahankan karakteristik bentuk awal

s

[

(%)

komposi: i yang seimbang antara brand image perusahaan
dengan b dang-bidang lainnya

menggun: kan warna-warna yang natural mencerminkan
kedekatar dengan alam

mengguna (an bahan-bahan organik/ekspresi material organik
pada tamp lan bangunan

IV |ARTIKULAS SISTEM STRUKTUR
artikulasi si tem struktur dapat dilihat dengan jelas sebagai

| . |ekspresike| sjuran sistemn striktur
vV |ETIKA MOR: L .

1|menerapkar etika yang benar pada bangunan suci

catatan :

nilai 1= sangz t buruk, 2 =buruk, 3= moderat, 4= baik, 5=




